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ABSTRACT

The SKPD in the Karo Regency Government is required to report its annual financial report
every year, including the SKPD of the Berastagi District Office. In this case, it is the aim of
the researcher to see whether the SKPD of the Berastagi District Office has carried out its
financial management and submitted appropriate, transparent, accountable, and reliable
reports based on applicable standards and regulations so that good governance is realized.
The purpose of this study is to analyze the recording and financial reporting at the SKPD of
the Berastagi Sub-District Office is the same as the applicable standards and regulations.
This study uses a qualitative method, with the aim of looking at the data obtained in the form
of recording, reporting on the financial statements of the SKPD of the Berastagi District
Office. And the author carries out data analysis by means of interviews, documentation and
library research to collect the required data. The results of the study indicate that the SKPD
of the Berastagi District Office of Karo Regency has carried out the recording and
submission of its financial reports in accordance with applicable standards and regulations
Keywords: Financial Reporting, SKPD of Berastagi Sub-District Office

ABSTRAK

SKPD di Pemerintahan Kabupaten Karo setiap tahunnya wajib melaporkan laporan keuangan
tahunannya termasuk SKPD Kantor Camat Berastagi. Dalam hal inilah menjadi tujuan
peneliti untuk melihat apakah SKPD Kantor Camat Berastagi telah melaksanakan
pengelolaan keuangannya dan menyampaikan laporan yang tepat, transparan, akuntabel, dan
terpercaya berdasarkan standard dan peraturan yang berlaku sehingga terwujudunya good
governance. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pencatatan dan pelaporan
keuangan pada SKPD Kantor Camat Berastagi sudah sama dengan standard dan peraturan
yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan untuk melihat
data yang diperoleh berupa pencatatan, pelaporan atas laporan keuangan SKPD Kantor
Camat Berastagi. Dan Penulis melaksanakan analisis data dengan cara wawancara,
dokumentasi dan riset pustaka untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa SKPD Kantor Camat Berastagi Kabupaten Karo sudah melaksanakan
pencatatan dan penyampaian laporan keuangannya sesuai dengan Standar dan peraturan
yang berlaku.

Kata Kunci : Pelaporan Keuangan, SKPD Kantor Camat Berastagi
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1. PENDAHULUAN

SKPD Kantor Camat Berastagi
selaku bagian dari salah satu unit perangkat
daerah di Kabupaten Karo sudah selayaknya
memberikan  laporan  pencatatan  dan
pelaporan keuangannya sebagai
pertanggung jawaban dari alokasi dana
(anggaran) serta barang/aset yang diberikan.
Diharapkan dalam pengelolaan, penyusunan
laporan keuangan tersebut disampaikan
berdasarkan dengan prosedur standar
akuntansi yang berlaku, kredibel dan
akuntabel.

Pada era sekarang ini seluruh bagian
dari Pemerintahan, baik pusat dan daerah
dituntut untuk selalu transparansi dan
keterbukaan dalam hal pengelolaan sektor
publik, termasuk pengelolaan dana anggaran
dan barang/asset baik di pemerintahan pusat
maupun daerah. Karena masih banyak
ditemukan faktanya bahwa pemerintahan
daerah khususnya belum melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah yang baik.
Masih banyak terjadi penyimpangan dan
penyajian/ pelaporan data yang tidak sesuai.
Sehingga diperlukan adanya perubahan
maupun reformasi pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut masih ada
pelaporan keuangan SKPD daerah belum
semuanya memenuhi Kriteria dan prosedur
yang berlaku. Dari hal tersebut di atas, maka
dilakukanlah penelitian perihal pencatatan
dan pelaporan keuangan yang dilaksanakan
di SKPD Kantor Camat Berastagi yang
disampaikan dalam skripsi dengan judul :
“Analisis  Pencatatan dan  Pelaporan
Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Di Kabupaten Karo, Studi
Kasus Pada Kantor Camat Berastagi.

Berdasarkan hal tersebut diatas,
rumusan permasalahan yang akan diambil
dalam penelitian ini adalah Apakah
Analisis  Pencatatan dan  Pelaporan

Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Kabupaten Karo (Studi
Kasus Pada Kantor Camat Berastagi) telah
dilakukan sesuai dengan Standard Akuntansi
yang berlaku saat ini.

2. Uraian Teoritis

2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada umumnya kegiatan pengelolaan
keuangan  Daerah  telah  diserahkan
kewenangan pengelolaannya kepada
masing-masing pimpinan daerah. Setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
diwajibkan untuk melakukan pelaporan
posisi  keuangannya dan pertanggung
jawaban terhadap anggaran keuangan
masing-masing SKPD.

Tugas Pengelola keuangan Daerah
melibatkan ~ pimpinan  SKPD  selaku
pengguna anggaran maupun pengguna
barang supaya menyampaikan pertanggung
jawaban pelaksanaan APBD selama periode
1 tahun. Dimana tugas pertanggung
jawaban tersebut dibantu dilakukan oleh
pejabat penatausahaan keuangan SKPD.

2.2 Akuntansi Keuangan Pada SKPD

Untuk setiap transaksi keuangan di
SKPD secara rutin harus melakukan posting
jurnal untuk setiap transaksi yang di lakukan
dan secara periodik menyusun neraca,

laporan  realisasi  anggaran, laporan
operasional dan catatan atas laporan
keuangan.
2.3 Kerangka Pemikiran
Alur dari penelitian ini  dapat

digambarkan seperti dibawah ini :
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Gambar 2.3
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2.4 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan
penelitian sebelumnya, maka penulis
dapat membuat hipotesis  bahwa
Pencatatan dan Pelaporan Keuangan
pada Satuan Kerja Daerah (SKPD) di
Kantor Camat Berastagi sudah sesuai
dengan Standar Akuntansi yang berlaku

dan dinyatakan sebagai good
governance.
3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini  di lakukan di

Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo yang
beralamat di Jalan Kantor Camat No. 1,
Berastagi.

3.1 Metode Analisis Data
Penulis memakai metode kualitatif,
dengan tujuan untuk memahami data
yang didapat berupa  pencatatan,
pelaporan atas laporan keuangan SKPD

Kantor Camat Berastagi.

berlangsungnya pengambilan data dan
sesudah selesai pengambilan data dalam
periodik tertentu. Pada waktu wawancara,
peneliti telah melaksanakan analisis atas
jawaban responden yang telah
diwawancarai. Apabila hasil responden
yang sudah diwawancarai dan dianalisis
ternyata hasilnya tidak memuaskan, maka
peneliti akan memberikan pertanyaan
lagi, hingga diperoleh hasil yang nantinya
bisa dianggap tepat, akuntabel dan
efektif.

Penulis menganalisis data dengan cara :

1. Riset lapangan, dengan melakukan
wawancara, observasi  terhadap
dokumen-dokumen pendukung
mengenai penerapan standar
akuntansi keuangan pada SKPD
Kantor Camat Berastagi. Penerapan
standar akuntansi keuangan diambil
berdasarkan tujuan dari penelitian.
Wawancara dilaksanakan
berdasarkan pertanyaan yang
diajukan peneliti kepada responden,
dan  observasi  sesuai  dengan
dokumen yang berkaitan dengan
materi yang diteliti.

2. Studi  Pustaka, = mengumpulkan
informasi melalui dokumen, buku
yang berkaitan dengan permasalahan
yang diteliti dan mengolah bahan
penelitian sesuai dengan dokumen
pendukung penelitian.

3. Pengambilan kesimpulan.
Pengambilan  kesimpulan  yang
dimaksudkan adalah untuk
eanjelaskan apakah hipotesis yang
diajukan dapat diterima atau ditolak

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Analisis Pencatatan
SKPD Kantor Camat Berastagi
Kabupaten Karo telah melakukan pencatatan
keuangannya  secara  cermat, tepat,
transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Analisis  data i penelitian
ini dilaksanakan pada waktu
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4.2 Analisis Pelaporan

SKPD Kantor Camat Berastagi
Kabupaten Karo telah melaksanakan
pelaporan keuangannya secara periodik
tepat waktu sesuai dengan Peraturan yang
berlaku.

4.3 Analisis Hasil Penelitian

Analisis Pencatatan

a. Penerapan Akuntansi Belanja

Pencatatan Belanja pada SKPD Kantor
Camat Berastagi Kabupaten Karo telah
dilasanakan berdasarkan dengan Peraturan
dan standar yang berlaku.

SKPD Kantor Camat Berastagi
Kabupaten Karo telah melaksanakan
pertanggungjawaban keuangannya  mulai
dari pencatatan transaksi kedalam buku
jurnal, posting kedalam buku besar untuk
setiap perkiraan, membuat  Jurnal
Penyesuaian, menyusun Neraca Saldo/
Neraca Saldo setelah penyesuaian, dan
menyusun  Laporan  Keuangan  serta
membuat jurnal penutup.

SKPD Kantor Camat Berastagi telah
melaksanakan pembukuan dan pelaporan
keuangan berdasarkan format yang ada
dalam lampiran Peraturan Pemerintah yang
berlaku.

b. Penerapan Akuntansi Aset

Akuntansi Aset pada SKPD Kantor
Camat Berastagi terdiri dari pencatatan dan
pelaporan  terhadap penambahan dan
pengurangan nilai aset yang telah sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Analisis Pelaporan Keuangan

SKPD Kantor Camat Berastagi telah
melaksanakan  sistem  akuntansi  dan
pelaporan keuangan tahunannya
berdasarkan Peraturan Pemerintah yang
berlaku :

- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

SKPD Kantor Camat Berastagi
Kabupaten Karo.
- Kebijakan akuntansi pada SKPD

Kantor Camat Berastagi Kabupaten
Karo.

- Penjelasan pos-pos keuangan pada
SKPD Kantor Camat Berastagi
Kabupaten Karo.

- Penjelasan atas informasi-informasi
non keuangan pada SKPD Kantor
Camat Berastagi Kabupaten Karo.

5. SIMPULAN

SKPD  Kantor Camat  Berastagi
Kabupaten Karo telah  mengelola
keuangannya secara cermat, tepat,

transparan, akuntabel, efisien dan efektif
sesuai dengan standar dan peraturan
yang berlaku.
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